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ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kemampuan
daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, yang berimplikasi pada
peningkatan kapasitas fiskal untuk mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), opini audit,
dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021-2023, yang mencakup
27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan total 81 data observasi. Teknik analisis yang
diterapkan adalah regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel
independen (PAD, opini audit, dan ukuran pemerintah daerah) dan variabel dependen
(kinerja keuangan) yang diukur menggunakan rasio kemandirian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Opini audit memiliki pengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ukuran
pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kkinerja
keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Opini
Audit; Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Financial performance of regional governments is an indicator of regional ability to
manage finances independently, which has implications for increasing fiscal capacity
to encourage regional development. This research aims to analyze the influence of
Original Local Government Revenue, audit opinions, and regional government size
on the financial performance of regional governments in districts/cities of West Java
Province. The data used is secondary data from the 2021-2023 Regional
Government Financial Report, which covers 27 Regencies/cities in West Java with a
total of 81 observation data. The analysis technique applied is multiple regression to
test the relationship between the independent variables (Original Local Government
Revenue, audit opinions, and regional government size) and the dependent variable
(financial performance) which is measured using the independence ratio. The
research results show that Original Local Government Revenue has a positive and
significant effect on financial performance of regional governments. Audit opinions
have a positive but insignificant influence on financial performance of regional
governments. Meanwhile, regional government size has a insignificant negative
effect on financial performance of regional governments.

Keywords: Financial performance of regional governments; Original Local
Government Revenue; Audit Opinion; regional government size.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu parameter dalam melihat pengelolaan keuangan daerah adalah
dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan
pemerintah daerah yang baik berimplikasi pada pengelolaan dan pelaksanaan
keuangan daerah yang optimal. Dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang
baik, hal ini mampu menjadi penggerak serta mendorong pembangunan daerah yang
maksimal, sekaligus mendukung upaya pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan mandiri. Salah satu metode pengukuran kinerja keuangan pemerintah
daerah adalah melalui rasio kemandirian daerah, yang digunakan untuk mengukur
sejauh mana kemampuan daerah dalam memenuhi pendapatan untuk mendukung
pembangunan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, diatur melalui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur
kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengelola aparatur pemerintahan secara mandiri dan
menjalankan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, penerapan
desentralisasi memungkinkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan
kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa
pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai
kebutuhan daerah masing-masing serta potensi untuk menggali sumber pendapatan
daerah. Dalam pelimpahan wewenang desentralisasi, salah satu pilar utamanya
adalah pelimpahan wewenang penerimaan. Pilar ini bertujuan untuk menjawab
kebutuhan pendanaan atas keputusan pembelanjaan yang dibuat oleh pemerintah
daerah, sehingga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, di
antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opini Audit, dan Ukuran
Pemerintah Daerah (UPD). Dalam penelitian ini, ketiga faktor tersebut digunakan
sebagai variabel independen, sedangkan rasio kemandirian daerah digunakan sebagai
variabel dependen.

Faktor pertama adalah PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh

daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan



perundang-undangan. Pengelolaan PAD dilakukan secara langsung oleh pemerintah
daerah. Bentuk PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan
pendapatan lain-lain yang sah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar
pula kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung
pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah
pusat.

Faktor kedua adalah Opini Audit. Opini audit merupakan pendapat yang
diberikan auditor setelah memeriksa laporan keuangan, yang bertujuan untuk
memberikan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan
tersebut. Opini audit penting karena dapat memberikan keyakinan kepada pemangku
kepentingan tentang kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga adalah UPD yang merupakan salah satu variabel yang
menggambarkan besar atau kecilnya suatu pemerintahan daerah, yang dapat diukur
melalui total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas.
Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total aset.
Total aset digunakan karena mencerminkan kapasitas keuangan, kekayaan, dan
sumber daya yang dimiliki daerah secara lebih stabil dan objektif dibandingkan
variabel lain, seperti pendapatan atau jumlah pegawai, yang cenderung fluktuatif.
Total aset mencakup infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi yang menunjukkan
kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mendukung
pembangunan.

Penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian atas pengaruh beberapa
faktor tersebut terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang
dilakukan oleh Syahwildan (2022), Damayanti (2022), dan Kirono (2022)
menunjukkan bahwa PAD secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Bilgis (2023) dan Priyono (2023), serta Wahyudin
(2020) dan Hastuti (2020), yang sama-sama menyimpulkan bahwa PAD memiliki
dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kemudian atas faktor opini audit, penelitian yang dilakukan oleh Zahrah (2024),
Zaen (2024), dan Mellinia (2024) menunjukkan bahwa opini audit memiliki
pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Selanjutnya atas faktor UPD penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan
Amanah (2020) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif



secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio

kemandirian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1.

Apakah terdapat pengaruh atas PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah?

Apakah terdapat pengaruh atas Opini Audit terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah?

Apakah terdapat pengaruh atas UPD terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

Untuk melihat hubungan atas pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah;

Untuk melihat hubungan atas pengaruh Opini Audit terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah; dan

Untuk melihat hubungan atas pengaruh UPD terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjabaran diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada
pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah
daerah. Berdasarkan faktor-faktor yang dianalisis, penelitian ini dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan
strategi untuk mengoptimalkan Kkinerja keuangan pemerintah daerah.
Penerapan strategi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan PAD,
peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, serta
pengoptimalan penggunaan dan pengelolaan aset daerah diharapkan mampu
menjadi masukan dan bahan evaluasi. Hal ini akan mendukung pengambilan



keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pada akhirnya
bertujuan untuk meningkatkan Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

. Bagi lembaga legislatif

Sebagai instansi legislatif yang memiliki fungsi penganggaran, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif
dalam menjalankan fungsi tersebut, khususnya dalam membahas dan
memberikan persetujuan atas RAPBD yang diajukan oleh pemerintah
daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga
legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga mampu
mengevaluasi pencapaian PAD, Opini Audit, serta pengelolaan aset. Hal ini
bertujuan untuk mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah secara
lebih optimal.

. Bagi masyarakat

Sebagai pihak yang terdampak langsung oleh setiap kebijakan keuangan
pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dan informasi kepada masyarakat umum mengenai Kkinerja keuangan
pemerintah daerah di masing-masing wilayah. Dengan demikian, penelitian
ini dapat menjadi bahan dan masukan untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah
daerah. Masyarakat, sebagai salah satu objek pajak, dapat memberikan
masukan atas pengelolaan PAD serta turut mendukung pengoptimalan aset
infrastruktur layanan publik yang mereka gunakan. Hal ini diharapkan dapat
menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.
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